PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN
MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa pematangan lahan merupakan kegiatan yang panting
dalam menunjang pembangunan Kota Banjarbaru.

b. bahwa dalam rangka mclakukan pembinaan, pengawaean
dan pchgendalian alas kegmum, pemanfaatan ruang dun
penggunaan sumber daya slam guns melindungi
kcpentingan umum sena menjaga kelestarian lingkungan di
wilayah Kota Banjarbaru perlu dilalculcan pengaturan
terhadap pemberian Ian pengambilan dan pemanfaatan
material yang dipemleh dalam kegiatan pemaningan

c. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perk) meneumkan Peraturan Walikota
Banjarbaru tentang Pedoman Pemberton kin Penninfaauin
Material Perimuingan lahan;

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotrimadya Daemli Tingkrit II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
38221;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan °Borah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubab
beberapu kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Anis Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pearlman
Ruang (Lembo= Negara Republik Indonesia Tuhun 2007
Norma- 68. Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Penambangati Mineral dan Batubara (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengeloloan Lingkungan Hidup
ILembaran Nevin Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Natant Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pcmerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang ljin
Lingkungan (Lembaran Megrim Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomnr 528.5);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nornor 86 Tahun
2002 terming Pecloman Panyusunun Pelaksamian Upaya
Pane’laan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL/UPL);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Il Tahun
2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/Atau kegiatan yang
Waijib dilengkapi dengan Amdal;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Banta
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomnr 694);

. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17

Tabun 2001 tanning Janis Rencana Usaha dan/utau
Kegiatan yang Wajib Dilenglcapi dengan Analisis Mengenai
Damprik Lingkungun (AMDAL):

12. Peraturan Darrah Kota Banjurbaru Nornor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Prmennuah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2008 Humor 2 Sari D Nomor Seri 1);

MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
IZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Penal |

Datum Pemturan Wahkota ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Banjarbaru;

2. Pemerintah Onenth adults.), Walikota don perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggani Pemerintah Daeruh Kotu Banjarbaru:



3. Walikota adakth Walikota Banjarbaru;

4, Radon Pelayanan Perijinan Terpadu yang sclanjutnya disingkat BP2T adalah
Sudan Pelayanait Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru;

5. Dimas Pertambangan dan Energi adalah Dines Perindustrian. Perdagangan,
Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru;

6. Kantor Lingkungan Hidup adalab Kantor langkungan Hidup Kota
Banjarbaru;

7. Pematangan than adalab kegiatan penatmm suatu Islam agar dapat
dimartfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cars memotong dan/atau
mengambil atau menimbun maupun membuang dan/atau memindahkan
sebagian material yang adu.

S. Inn pemanfaaum material adalab inn yang diberikan pemerintah daerah
terhadap kegiatan pengambilan don pernanfaatan segala jenis material yang
dihmulkan dalam kegiatan pemaUmgati (alum.

9. Material adalab segala jenis batuan yang tkut tergali datum kegiatan
pematangan lahan, meliputi batu gunung, pasir, tanah urug, sirtu, emu
jenis batuan lainnya sesuai ketcntuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERIZINAN

Pasta 2

Setiap prang utau badan yang akan mengambd dun/luau memanfaatkan
Material dalam kegiatan pematangan lahtm datum wdayah Kota Banjarbaru
wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Rasa! 3

Inn dari Petnerintah Daerah sebagainuma di makatid dalam pasal 2 adalab Inn
PernanfaaUtn Material Pematangan Lahan.

BAB III
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pusal 4

(I) lain Pemartfaatan Material Pematangan Lahan diterbitkan oleh Pemcrintah
Daerah melalui BP2T etas permohonan dari orang atau badan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada cast (I) ditijukan secant imitate.
kepoda Walikota melalui Kepola BP2T dengan melampirkan persyaratan
yang telah ditentukan.

Pasal 5

(I) Persynratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) mcliputi
a. foto copy identitas diri pall yang masih herlaku;

Surat bukti kepentilikan atau penguasaan atas mash;

Rekomendusi Lunch setempat;

Rekomendasi Camel setempat;

Rekomendasi Kantor Lingkungan Hidup;

o oo o



Rekomendast Dinas Perindutnrittn, Perdagangan, Pertambangan dan
Energi;

g. Dokwnen UKL-UPL ;

h. Pets koordinat lokasi dan topografi lahan;

L. Surat Perni,mtaan;

(21 Format permohonan lain Pcmanfaatan Material Pematangan Lahart
sebagairnana tercantum dalam lampirun I Peraturan Walikota

(3) Format Surat Pcmyatsan dimaksud pada ayat (11 huntf i sebagairnana
tereantunt dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

(4) Format Surat lain Pernantaatan Material Pematangan lahan sebagaimana
tercantum dalam lampiran IIT Peraturan Walikota

Pasa) 6

BP2T menenma permohonan lain beserta lampiran persynratan sebagnimana
dimaksud datum maul S nyat 11) untuk selanjutnya :

a. mcmproses lebih lanjut apabila dianggap tclah memenuhi syarat dim sesuai
dengan persyttratan yang telah ditentukan;

b. menolak clan/emu menangguhkun apabila dianggap belum cukup Sﬁarat
atau tidak mcmenuth persyarotan dengan membertkan Burnt pemberitahuan
kepada pemohon;

Paso.' 7

11) Daiwa rangka memproses Permohonan lain, BP2T wajtb melakukan
koordinasi dengan instansi tcknis terkan scsuai kewcnangan masing-
musing.

(2) BP2T clan insmnsi tants terkait melakukan pemeriksaan dan pcninjauan
lapangan terhadap permohonan win scbagatmana dimnksud dolma mural 4
ayat (2).

(3) Halal pemeriksaan dan pcninjauan lapangan sebagaimann dimnksud dalam
ayat 12) di bust dalam berita acorn pemeriksaan dan dilaporkan kepada
Walikota untuk mendapatkan keputusaw

(4) BP2T mcngcluarkan izin setelatt mendapaiktm persettautin dart Walikota
berdasarkan hasil laporan sebagairnana dimnksud ayat 13).

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN

Pasal S

Inn Pena:anat.= Material Pematangan Lathan betlaku untuk jangka vadat.' 2
(dun) tahun dun dapat diperpanjang lagi.















Lampiran Il : Peraturan Walikora Banjarbaru
Nomor Tahun 2013
Tamgga : ~ 2013

FORMAT SURAT IZIN PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

PEMBERIAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR..... TAHUN

TENTANG
PEMANFAATAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a bahwa Pernohon ielah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dan guns kepenUngon pcmbangurum di Kota
13anjarbaru perlu diberikan kesempatan untuk melakukan
pengarnbilan dan pemanfaatan material dari kegiatan
pematangan lahan pada lokasi yang dimohonkan;

bahwa berclasarkan pertimbangan sebagairnana clumaktrud
huruf a, perlu ditetapkan dalmn Keputusan Walikota
Banjarbaru;

Mecngingat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tartans

Pembentukan Kotamadya Deere% Tingkat || Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik | ndonesia Nomor
3822);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenting
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah diubah
beberapa kali teraktar dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Peruhattan Kedua M ax Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (L embuntn Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tatnhahan Lembaran Megrim Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomar 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara(L embaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang
Perlindungan don Pengel olaan L zngkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negaru Republik Indonesia
Nomor 5059);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Umberto,
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Numor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang ljin

10.

12.

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Namur 48, Tambahan Leath/trim Negant Republik
Indonesia Nomor 5285);

Pemturan Mentes Lingkungan Eltdup Nomor 86 Tahun
2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanuan Upaya
Pengelotaan Lingkungan Hadup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL/UPL);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun
2006 tentang Jenis Rencana Usaha dim / Amu Icetnamn
yang Wajib dilengkapi dengan Amdal.

Peraruran Menteri Dalam Negen Namur 53 Tabun 2011
Matting Pembentukan Produk Hukum Uzerah (Berlin
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Humor 694);

Keputusan Menton Negara Lingkungan Hidup Nomor 17
Tabun 2001 tentang Jenis Reneann Usaha daniatau
Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai
Damped( Lingkungan (AMDAL);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tabun 2008
terming Urusan Pemenntahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Namur Seri 1);

Memperhatakan |I. Surat Permohonan.................. Tanggal ...

Menetapkan
KESATU

2.

3.

perihal Permohonan bin Pematangan Lahan.
Rekomendasi Lunth ......................... Nomor : ..............
L2 1) €] ] RS —————

Rekomandasi Carnal ..........c.c.cccoceenee. Nomor .......ceeeeee
tanggal ......ccccceeiiiiienns

Rekomendasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
Nomor......... tanggal...........

Rekomendasi Dinas Perindustrian, Perdugangan,
Pertambangan dan Energi Kota Banjurb.tuu,
Humor..........ccccoeeeeen. tanggal...........

MEIMUTUSKAN :

Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Petnbcrian ban
Pernanlnatan Material Pematangan Lahan.



KEDUA Pemberinn Din Pematangan Lahan sebagaimana dimaksud
Diktum Kedua diberikan kepada :

Nama

Alanmt

Pekerjaan

Nama Pcrusahaan

Alamat Perusatman:

Telp. /Fax.

etas lokasi yang terletak di :
Jalan

Keturahrin

Kecamatan

Kota

Luau Areal Ha

Sebagaimana yang tercantum pada peta koordinat lokasi dun
topograFt lahan terbunpir

KETIGA : Pemegang Izin Pemankutum Material Pematangan Latino
sebagtdmana dirnalcsud Diktum KEDUA mempunyai kewajiban
ttelxtgai berikut :

1. melakukan pengelolnan lingkungan selama keginum
pengambilan dan pernanfaatan material bcrlangsung;

2. membcrilum kcscmpatan kepada pctugas dart instansi
tcrkait untuk melakukan pembanattn dun pcngawasan
terhadap ketpatan pcngambtian dan pcmanfaatan material;

3. membayar pajak dan atau retnbuiti sesurti dengan
kctenturm peraturan perundangan yang berlaku;

4. mcnyampaikan laporan basil kegiatan pengumbiltut dan
penumfautan material sccara berkala kcpada Walikota
melaltn Ulnas Perinclustrian, Perdagangan, Pcrtambangan
don Energi;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dirnaksud chktum KETIGA, make Walikma melaltal Instansi
yang bcrwenang depot mencabut dan/atau mcmhatalkan izin,
dan dengan sendirinya kegiamn hares dihentikan.

; Pcmberian Izin Pennwalt:Iran Material Fttnattutgan Lahan
diberikan untuk jangka wnktu 2 (dual tahun terhitung scjak
ditetapkannya Keputusan ink
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